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ABSTRAK

Praktik umrah mandiri tanpa penyelenggara resmi di Indonesia mengalami
peningkatan seiring berkembangnya kemudahan akses informasi, efisiensi biaya,
dan fleksibilitas perjalanan. Namun, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah belum mengakomodasi praktik tersebut
sehingga belum memberikan perlindungan hukum bagi jemaah umrah mandiri.
Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 hadir sebagai perubahan
regulasi yang mengakui keberadaan umrah mandiri. Berdasarkan kondisi tersebut,
penelitian ini mengkaji dua permasalahan, yaitu bagaimana pengaturan
perlindungan hukum terhadap jemaah umrah mandiri dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, serta bagaimana
implikasi yuridis perbandingan pengaturannya terhadap pemenuhan hak
konstitusional warga negara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-
analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan,
pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum primer berupa
kedua undang-undang tersebut beserta peraturan pelaksananya, sedangkan bahan
hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu.
Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori perlindungan
hukum Philipus M. Hadjon, teori negara hukum Jimly Asshiddiqie, dan teori hukum
progresif Satjipto Rahardjo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tidak
mengakui praktik umrah mandiri sehingga tidak memberikan perlindungan hukum
preventif maupun represif bagi jemaah yang memilih jalur tersebut. Sebaliknya,
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 telah mengakui umrah mandiri sebagai
salah satu mekanisme penyelenggaraan ibadah umrah, menetapkan persyaratan
administratif, serta memberikan hak tertentu kepada jemaah mandiri. Namun,
perlindungan hukum yang diberikan masih terbatas pada perlindungan sebagai
warga negara Indonesia di luar negeri dan belum mencakup jaminan layanan
sebagaimana diberikan kepada jemaah yang menggunakan Penyelenggara
Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Dengan demikian, perubahan pengaturan
tersebut meningkatkan kepastian hukum terhadap keberadaan jemaah umrah
mandiri, tetapi masih menyisakan perbedaan cakupan perlindungan hukum serta
potensi kekosongan pengaturan mengenai pertanggungjawaban penyedia layanan
dan mekanisme penyelesaian sengketa lintas negara.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jemaah Umrah Mandiri, Perbandingan
Undang-Undang, Hak Konstitusional.



ABSTRACT

The practice of independent Umrah without an officially licensed organizer in
Indonesia has increased in recent years due to easier access to information, cost
efficiency, and greater travel flexibility. However, Law Number 8 of 2019
concerning the Organization of Hajj and Umrah does not accommodate this
practice and therefore does not provide legal protection for independent Umrah
pilgrims. Subsequently, Law Number 14 of 2025 was enacted to recognize the
existence of independent Umrah. Based on this development, this study examines
two issues: (1) how legal protection for independent Umrah pilgrims is regulated
under Law Number 8 of 2019 and Law Number 14 of 2025, and (2) the juridical
implications of comparing these regulations for the fulfillment of the constitutional
rights of citizens.

This research is normative legal research with a descriptive-analytical approach.
It employs statutory, conceptual, and comparative approaches. The primary legal
materials consist of the two laws and their implementing regulations, while the
secondary legal materials include books, scholarly journals, and previous
research. The data are analyzed qualitatively using Philipus M. Hadjon's theory of
legal protection, Jimly Asshiddigie's theory of the rule of law, and Satjipto
Rahardjo's theory of progressive law.

The results of this study indicate that Law Number 8 of 2019 does not recognize the
practice of independent Umrah and therefore provides neither preventive nor
repressive legal protection for pilgrims choosing this arrangement. In contrast,
Law Number 14 of 2025 recognizes independent Umrah as one of the lawful
arrangements for performing Umrah, establishes administrative requirements, and
grants certain rights to independent pilgrims. Nevertheless, the legal protection
provided remains limited to the protection afforded to Indonesian citizens abroad
and does not include service guarantees comparable to those provided for pilgrims
using licensed Umrah Travel Organizers (Penyelenggara Perjalanan Ibadah
Umrah—PPIU). Accordingly, the regulatory reform has enhanced legal certainty
regarding the legal status of independent Umrah pilgrims. However, it still leaves
disparities in the scope of legal protection and creates potential regulatory gaps
concerning the liability of service providers and cross-border dispute settlement
mechanisms.

Keywords: Legal Protection, Independent Umrah Pilgrims, Comparative
Legislation, Constitutional Rights.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
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Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987
dan0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan

3 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

< Ba’ b Be

= Ta’ t Te

= Sa’ $ es (dengan titik di atas)
z Jim ] Je

C Ha’ h ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha’ kh ka dan ha

2 Dal d De
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D) Ra’ r Er
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o Sin s Es

o Syin sy es dan ya
ua Sad S es (dengan titik di bawah)
U= Dad d de (dengan titik di bawah)
L T2’ t te (dengan titik di bawah)




L 7a’ z zet (dengan titik di
bawah)

¢ ‘Ain ¢ koma terbalik (di atas)

¢ Gain G Ge

o Fa’ F Ef

3 Qaf Q Qi

4 Kaf K Ka

J Lam L El

¢ Mim M Em

o Nin N En

S Wawu AW AW

2 Ha’ H Ha

s Hamzah , Apostrof

¢ Ya’ Y Ya

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Badla Ditulis Muta’addiah
X Ditulis ‘iddah

C. Konsonan Tunggal

Setiap ta' marbiitah ditransliterasikan sebagai "h," baik ketika berada di
akhir kata tunggal maupun di tengah gabungan kata (seperti pada kata yang
disambung dengan kata sandang "al"). Aturan ini tidak berlaku untuk kata-kata
Arab yang sudah menjadi bagian dari bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat,

dan sebagainya, kecuali diperlukan bentuk aslinya.



dasa Ditulis Hikmah
S Ditulis ‘illah
sl glidal S Ditulis karamah al-auliya’

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

Semua ta' marbiitah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal
ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata
sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah
terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali

dikehendaki kata aslinya.

1 - Fathah ditulis A
2 | e Kasrah ditulis i
3 | el e Dammah ditulis u
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1. Fathah + alif Ditulis A
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i Ditulis fagsa
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F. Vokal Rangkap
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G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
il Ditulis a’antum
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H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan

huruf awal “al”
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan hak
asasi manusia, termasuk hak kebebasan beragama dan beribadah. Jaminan
tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan kewajiban ibadah
sesuai dengan keyakinannya. Jaminan konstitusional ini selaras dengan nilai-
nilai Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan
yang Adil dan Beradab. Dalam konteks tersebut, negara tidak hanya
berkewajiban mengakui hak beribadah, tetapi juga memberikan perlindungan
hukum agar pelaksanaan ibadah berlangsung aman, tertib, dan bermanfaat. Oleh
karena itu, setiap bentuk ibadah yang melibatkan aspek publik dan lintas negara,
termasuk ibadah umrah, secara normatif berada dalam ruang tanggung jawab
negara.!

Ibadah umrah sebagai bagian dari praktik keagamaan umat Islam memiliki
karakteristik khusus karena pelaksanaannya melibatkan yurisdiksi lintas negara
dan aspek administratif yang kompleks. Dalam praktiknya, pelaksanaan umrah
tidak hanya berkaitan dengan dimensi spiritual, tetapi juga menyangkut
perlindungan hukum terhadap jemaah sebagai warga negara. Negara, melalui

instrumen hukum, berkewajiban mengatur penyelenggaraan umrah untuk

v Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Konstitusi
Press, 2017). hlm. 189.



mencegah terjadinya pelanggaran hak, penipuan, maupun risiko keamanan yang
dapat merugikan jemaah. Oleh karena itu, regulasi penyelenggaraan umrah
menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan
warga negara. Kegagalan negara dalam menyediakan kerangka perlindungan
yang memadai berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum dan
keadilan sosial.?

Dalam perkembangan terkini, penyelenggara ibadah umrah di Indonesia
menunjukkan dinamika yang signifikan. Selain meningkatnya jumlah jemaah
umrah yang menggunakan jasa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)
resmi, muncul pula fenomena jemaah umrah mandiri yang berangkat tanpa
melalui penyelenggara resmi. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor,
antara lain fleksibilitas perjalanan, efisiensi biaya, serta rendahnya tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap biro perjalanan akibat kasus gagal berangkat
dan penipuan yang terjadi dalam satu dekade terakhir. Fenomena ini juga terlihat
dari semakin banyaknya komunitas perjalanan umrah mandiri yang berkembang
melalui media sosial dan berbagai platform digital sehingga mempermudah
masyarakat memperoleh informasi mengenai tata cara pelaksanaan umrah secara
mandiri. Meskipun secara faktual praktik umrah mandiri terus meningkat,
namun secara yuridis posisi jemaah umrah mandiri belum memperoleh
pengaturan yang jelas. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum baru yang

memerlukan kajian mendalam.?

2 M. F. L. Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan
(Yogyakarta: PT Kanisius, 2020), hlm. 89.



Salah satu faktor yang mendorong masyarakat memilih melaksanakan
ibadah umrah secara mandiri adalah adanya keleluasaan dalam mengatur
perjalanan sekaligus pertimbangan efisiensi biaya. Pemerintah melalui
Keputusan Menteri Agama Nomor 1021 Tahun 2023 menetapkan Biaya
Referensi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah sebesar Rp23.000.000
sebagai acuan bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dalam
menyelenggarakan pelayanan kepada jemaah. Di sisi lain, Sebagai ilustrasi
empiris, berdasarkan perincian biaya perjalanan salah satu teman yang telah
melaksanakan ibadah umrah secara mandiri selama 17 hari, total biaya yang
dikeluarkan mencapai sekitar Rp23.125.143 per orang. Meskipun selisih biaya
tersebut relatif tidak jauh berbeda dengan biaya referensi penyelenggaraan
umrah melalui PPIU, umrah mandiri tetap menjadi pilihan sebagian masyarakat
karena memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menentukan maskapai
penerbangan, akomodasi, jadwal perjalanan, serta kebutuhan ibadah sesuai
dengan preferensi masing-masing jemaah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
pertimbangan masyarakat dalam memilih umrah mandiri tidak hanya didasarkan
pada aspek biaya, tetapi juga pada kebebasan dan kemandirian dalam mengelola

perjalanan ibadah.*

3 Ahmad Zaki Muntafi, “Legalitas Perlindungan Hukum Haji Furoda: Studi Kasus Haji
Tahun 2025,” Journal of Contemporary Law Studies 2, no. 4 (2025), hlm. 413-426,
https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i4.3875.

4 Liputan6.com, “Estimasi Rincian Biaya Umrah Mandiri vs Travel untuk 1 Orang, Mana
Paling Strategis?,” liputan6.com, 2 Mei 2026,
https://www.liputan6.com/islami/read/6324869/estimasi-rincian-biaya-umrah-mandiri-vs-travel-
untuk-1-orang-mana-paling-strategis.



Praktik umrah mandiri tersebut di sisi lain juga mengandung berbagai risiko
hukum dan administratif yang lebih besar dibandingkan dengan
penyelenggaraan umrah melalui PPIU. Jemaah yang berangkat tanpa
menggunakan penyelenggara resmi harus bertanggung jawab secara mandiri
terhadap pengurusan dokumen perjalanan, visa, tiket, akomodasi, transportasi,
hingga penyelesaian apabila terjadi permasalahan selama berada di Arab Saudi.
Selain itu, penggunaan visa selain visa umrah, kesalahan administrasi
keimigrasian, penolakan masuk oleh otoritas Arab Saudi, kegagalan
memperoleh akomodasi, maupun tidak adanya pihak yang bertanggung jawab

Keberangkatan umrah secara mandiri sering kali dilakukan dengan
menggunakan visa non-umrah, seperti visa ziarah atau wisata, yang secara
hukum tidak secara spesifik diperuntukkan bagi pelaksanaan ibadah umrah.
Praktik ini menempatkan jemaah dalam posisi rentan apabila terjadi
permasalahan hukum di negara tujuan, seperti deportasi, tinggal melebihi batas
waktu, penolakan pelayanan, atau kegagalan akomodasi. Dalam situasi tersebut,
jemaah umrah mandiri tidak memiliki pihak penyelenggara yang dapat dimintai
pertanggungjawaban secara hukum.®> Akibatnya, perlindungan hukum terhadap
jemaah menjadi lemah dan tidak efektif. Kondisi ini yang menunjukkan adanya

kesenjangan antara realitas sosial dan kerangka hukum yang berlaku.®

5 Hulman Panjaitan, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Jala Permata Aksara,
2021). hlm. 112.

6 Ibid., him. 113.



Sebagai upaya memberikan perlindungan  hukum, pemerintah
mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ini secara substansial mengatur
perizinan, pengawasan, dan tanggung jawab PPIU dalam melayani jemaah
umrah. Namun demikian, fokus pengaturan dalam Undang-Undang ini lebih
diarahkan pada penyelenggara jasa, bukan pada jemaah sebagai subjek hukum
mandiri. Tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai jemaah umrah mandiri
menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada lemahnya jaminan
perlindungan negara. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019
belum sepenuhnya menjawab kompleksitas praktik umrah mandiri yang
berkembang di masyarakat.’

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa belum terdapat pengaturan yang
secara eksplisit mengakomodasi keberadaan jemaah umrah mandiri sebagai
subjek yang memperoleh perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2019. Indikatornya dapat dilihat dari tidak adanya norma yang secara
eksplisit mengatur kedudukan hukum jemaah umrah mandiri, tidak adanya
pengaturan mengenai hak dan kewajiban jemaah yang melaksanakan umrah
tanpa melalui PPIU, tidak adanya mekanisme perlindungan apabila jemaah
mengalami kerugian, serta tidak adanya ketentuan mengenai tanggung jawab
negara terhadap jemaah umrah mandiri. Kondisi tersebut menunjukkan adanya

kekosongan pengaturan (vacuum of law) yang menyebabkan perlindungan

7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji dan Umrah..



hukum terhadap jemaah umrah mandiri belum memperoleh kepastian hukum
secara memadai.

Dalam perspektif teori hukum, kondisi tersebut bertentangan dengan konsep
perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon.
Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk
melindungi hak-hak dasar warga negara melalui instrumen hukum yang bersifat
preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya
pelanggaran hak, sedangkan perlindungan represif berfungsi memberikan
penyelesaian hukum ketika pelanggaran telah terjadi. Dalam konteks jemaah
umrah mandiri, kedua bentuk perlindungan tersebut belum berjalan secara
optimal karena ketiadaan norma yang secara khusus mengatur posisi dan hak
jemaah mandiri. Hal ini menunjukkan lemahnya peran negara dalam
memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh.®

Selain itu, teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo
menegaskan bahwa hukum harus diletakkan sebagai sarana untuk melayani
kepentingan manusia dan keadilan substantif, bukan semata-mata sebagai aturan
yang kaku dan formalistik.” Hukum dipandang sebagai proses yang dinamis,
senantiasa bergerak mengikuti perkembangan dan kebutuhan sosial masyarakat.
Dalam konteks penyelenggaraan umrah mandiri, hukum seharusnya hadir secara

responsif dengan mengakomodasi realitas sosial praktik keberangkatan mandiri,

8 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi
tentang Prinsip-Prinsip, Penganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan
Pembentukan Peradilan Administrasi Negara (PT Bina Ilmu, 2024). hlm. 32-33.

% Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif (Penerbit Buku Kompas, 2010), him. 5-8.



sekaligus memberikan perlindungan nyata terhadap hak-hak jemaah sebagai
warga negara. Apabila hukum hanya berpegang pada pendekatan normatif yang
rigid tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan, maka hukum
berpotensi gagal menjalankan fungsi perlindungannya. Oleh karena itu,
pembaruan regulasi dalam perspektif hukum progresif menjadi suatu
keniscayaan guna memastikan hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi
juga keadilan dan kemaslahatan jemaah umrah.

Perkembangan praktik umrah mandiri yang terus meningkat menunjukkan
bahwa kebutuhan masyarakat telah berkembang lebih cepat dibandingkan
dengan pengaturan hukumnya. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang
dituntut untuk melakukan penyesuaian terhadap regulasi agar mampu
mengakomodasi dinamika sosial sekaligus memberikan kepastian dan
perlindungan hukum bagi seluruh jemaah umrah tanpa membedakan mekanisme
keberangkatannya. Pembaruan regulasi tersebut menjadi penting sebagai bentuk
pelaksanaan tanggung jawab negara dalam menjamin hak konstitusional warga
negara untuk memperoleh perlindungan hukum.

Sebagai bentuk pembaharuan hukum, Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2025 hadir dengan membawa sejumlah perubahan dalam penyelenggaraan
ibadah haji dan umrah. Undang-Undang ini diharapkan mampu menjawab
berbagai kelemahan regulasi sebelumnya, termasuk dalam aspek perlindungan
jemaah. Namun, sejauh mana Undang-Undang ini memberikan perlindungan
hukum terhadap jemaah umrah mandiri masih memerlukan analisis

komprehensif. Oleh karena itu, analisis terhadap pengaturan perlindungan



hukum antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2025 menjadi relevan untuk menilai perkembangan serta arah
kebijakan hukum negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada
jemaah umrah mandiri.°

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, kajian
mengenai penyelenggaraan umrah umumnya berfokus pada tanggung jawab
hukum PPIU serta perlindungan jemaah pengguna jasa biro perjalanan.
Sementara itu, kajian yang secara khusus membahas perlindungan hukum
jemaah umrah mandiri masih sangat terbatas. Jemaah mandiri sering kali
dianggap berada di luar tanggung jawab negara karena tidak menggunakan jalur
resmi. Pandangan ini menunjukkan adanya kesenjangan akademik dan normatif
yang perlu dikritisi, mengingat jemaah mandiri tetap merupakan warga negara
yang memiliki hak konstitusional atas perlindungan hukum.!

Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara
perkembangan praktik sosial masyarakat dengan kerangka hukum yang berlaku.
Di satu sisi, hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 masih berorientasi pada
penyelenggaraan resmi sebagai subjek utama pengaturan. Namun disisi lain,

realitas menunjukkan bahwa praktik umrah mandiri terus berkembang dan tidak

10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji dan Umrah.

11 Soerjono Soekanto, Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat (Penerbit CV.
Rajawali, 1986), hlm. 14.



dapat dihindari. Ketidakhadiran pengaturan yang eksplisit terhadap jemaah
umrah mandiri berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum, bahkan
berpotensi menimbulkan pengabaian tanggung jawab negara terhadap hak
konstitusional warga negara. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar
mengenai sejauh mana hukum nasional mampu merespons dinamika sosial serta
menjamin perlindungan hukum yang inklusif bagi seluruh warga negara tanpa
diskriminasi mekanisme pelaksanaan ibadah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai perlindungan hukum
jemaah umrah mandiri tanpa penyelenggara resmi menjadi penting dan
mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara
komprehensif perlindungan hukum terhadap jemaah umrah mandiri tanpa
penyelenggara resmi berdasarkan pengaturan antara Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 untuk mengetahui
perkembangan pengaturan, mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang
diberikan negara, serta menganalisis implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak
jemaah umrah mandiri. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu
memperkuat sistem perlindungan hukum yang adil, inklusif, dan selaras dengan
nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945. Maka dari itu, penulis dalam penelitian ini
mengambil judul “Perlindungan Jemaah Umrah Mandiri Tanpa Penyelenggara
Resmi Antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2025.”
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah penulis paparkan sebelumnya,

maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

I.

Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap jemaah umrah
mandiri tanpa penyelenggara resmi berdasarkan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah?

Bagaimana implikasi yuridis pengaturan perlindungan hukum terhadap
jemaah umrah mandiri antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 terhadap pemenuhan hak

konstitusional warga negara di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1.

Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan perlindungan
hukum terhadap jemaah umrah mandiri tanpa penyelenggara resmi
berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Untuk menganalisis implikasi yuridis pengaturan perlindungan hukum
terhadap jemaah umrah mandiri antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2019 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 terhadap pemenuhan

hak konstitusional warga negara di Indonesia.
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D. Manfaat Penelitian

1.

Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teoretis mengenai
perlindungan hukum warga negara dalam pelaksanaan ibadah lintas negara,
khususnya mengenai kedudukan jemaah umrah mandiri sebagai subjek
yang berhak memperoleh perlindungan hukum dari negara. Selain itu,
penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai
penerapan teori perlindungan hukum dan hukum progresif dalam
menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap jemaah umrah
mandiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2025. Penelitian ini juga diharapkan memberikan
kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum
administrasi negara dan hukum penyelenggaraan ibadah, serta menjadi
referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai perlindungan hukum
terhadap warga negara dalam penyelenggaraan ibadah umrah.

Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah sebagai bahan
pertimbangan dalam mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan
perlindungan hukum terhadap jemaah umrah mandiri. Bagi aparat penegak
hukum dan instansi terkait, penelitian ini diharapkan menjadi referensi
dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, pembinaan, dan pemberian
perlindungan hukum kepada jemaah umrah. Bagi masyarakat, penelitian ini

diharapkan menjadi sumber informasi mengenai hak, kewajiban, serta risiko
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hukum dalam pelaksanaan ibadah umrah secara mandiri. Adapun bagi
akademisi, penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam
pengembangan penelitian di bidang hukum penyelenggaraan ibadah haji

dan umrah serta perlindungan hukum warga negara.

E. Telaah Pustaka
Telaah pustaka ini merupakan wuraian yang menggambarkan keadaan
pengetahuan (state of the art) mengenai suatu topik penelitian dengan
menempatkan studi yang diusulkan dalam konteks penelitian yang telah ada.?
Adapun beberapa literatur yang telah membahas tentang perlindungan hukum
jemaah umrah, khususnya dalam konteks penyelenggaraan umrah dan dinamika
regulasinya, antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nuryani dengan judul
“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi
Perspektif Hukum Indonesia dan Arab Saudi.” Penelitian ini membahas bentuk
perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi
dengan meninjau ketentuan hukum yang berlaku baik dalam sistem hukum
Indonesia maupun hukum di Arab Saudi. Penelitian ini menyoroti berbagai
permasalahan yang sering dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia di luar negeri
serta peran negara dalam memberikan perlindungan hukum melalui regulasi,

kebijakan, dan mekanisme perlindungan terhadap warga negara yang bekerja di

12 Wan Muhammad Fariq dkk., “Telaah Kepustakaan (Narrative, Tinjauan Sistematis,
Meta-Analysis, Meta-Synthesis) dan Teori (Kualitatif, Kualitatif, Mix Method),” Journal Social
Society 2, no. 2 (2022). hlm. 78. https://doi.org/10.54065/js5.2.2.2022.264.
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luar negeri.’® Persamaan penelitian ini dengan kajian yang dilakukan penulis
terletak pada kajian mengenai perlindungan hukum terhadap warga negara
Indonesia yang berada di Arab Saudi, khususnya dalam konteks tanggung jawab
negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya di luar negeri.
Keduanya juga sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan
menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai objek analisis utama.
Perbedaannya, penelitian Nuryani berfokus pada perlindungan hukum tenaga
kerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi secara umum, tanpa mengkaji secara
khusus praktik penyelenggaraan ibadah umrah maupun regulasi umrah mandiri.
Sementara itu, penelitian yang peneliti teliti secara khusus menelaah implikasi
perubahan regulasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah terhadap legalitas
serta perlindungan hukum jemaah umrah mandiri, sehingga memiliki fokus
kajian yang lebih spesifik pada bidang hukum penyelenggaraan ibadah haji dan
umrah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rizaldi Mochammad Alfin dan
Rosalinda Elsina Latumahina pada tahun 2024 dengan judul “Perlindungan
Hukum Terhadap Konsumen Agen Travel Atas Kegagalan Keberangkatan Haji
dan Umrah.” Penelitian in1 bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan
hukum yang diberikan kepada konsumen pengguna jasa biro perjalanan haji dan
umrah apabila calon jemaah tidak diberangkatkan sesuai jadwal serta untuk

mengetahui sejauh mana tanggung jawab biro perjalanan sebagai penyelenggara

13 Badruzzaman, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia
Perspektif Hukum Indonesia dan Saudi Arabia,” Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum 4, no.
1 (2022). hlm. 65-102, https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v4i1.2846.
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perjalanan ibadah haji dan umrah atas kegagalan tersebut. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dapat diberikan melalui ketentuan
dalam perundang-undangan, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta ketentuan yang mengatur
penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.}* Persamaan penelitian ini dengan
penelitian yang penulis teliti terletak pada kajian mengenai perlindungan hukum
terhadap jemaah haji dan umrah serta penggunaan pendekatan yuridis normatif
dengan menjadikan perundang-undangan sebagai objek analisis utama. Kedua
penelitian ini sama-sama menelaah bagaimana norma hukum memberikan
perlindungan terhadap masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji dan
umrah. Perbedaannya, penelitian Rizaldi Mochammad Alfin dan Rosalinda
Elsina Latumahina lebih berfokus pada perlindungan konsumen terhadap
kegagalan keberangkatan yang disebabkan oleh biro perjalanan dalam sistem
penyelenggaraan resmi. Sementara itu, adapun penelitian yang penulis teliti
secara khusus membahas implikasi perubahan regulasi penyelenggaraan ibadah
haji dan umrah terhadap legalitas serta perlindungan hukum jemaah yang
melaksanakan umrah secara mandiri, sehingga memiliki fokus kajian yang lebih

spesifik pada perubahan norma dan kedudukan dalam sistem hukum Indonesia.

14 Rizaldi Mochammad Alfin dan Rosalinda Elsina Latumahina, “Perlindungan Hukum
Terhadap Konsumen Agen Travel Atas Kegagalan Keberangkatan Haji dan Umrah,” SEIKAT:
Jurnal  Ilmu  Sosial, Politik dan Hukum 3, mno. 2 (2024). hlm. 152-157,
https://doi.org/10.55681/seikat.v3i2.1270.
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Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Abdulah dan Irawati pada tahun
2025 dengan judul “Perlindungan Hukum dalam Penyelenggaraan Ibadah
Umroh dan Haji: Analisis Pencegahan Kegagalan Keberangkatan Perjalanan
Ibadah.” Penelitian ini mengkaji efektivitas perlindungan hukum dalam
penyelenggaraan ibadah umrah dan haji dengan menyoroti berbagai kasus
kegagalan keberangkatan antara norma hukum yang telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan dan implementasinya di lapangan, khususnya dalam aspek
pengawasan dan penegakan hukum.?® Persamaan penelitian Abdulah dan Irawati
dengan kajian penulis lakukan terletak pada penggunaan pendekatan yuridis
normatif dengan menjadikan pengaturan hukum dalam penyelenggaraan ibadah
haji dan umrah sebagai objek kajian. Keduanya menelaah peran norma hukum
dan kebijakan negara dalam menjamin perlindungan dan pencegahan risiko
hukum dalam penyelenggaraan ibadah. Perbedaannya, penelitian Abdulah dan
Irawati berfokus pada analisis kebijakan dan pengaturan pencegahan kegagalan
keberangkatan dalam rezim penyelenggaraan ibadah secara umum, tanpa
membedakan secara tegas antara pola penyelenggaraan resmi dan mandiri.
Selain itu, penelitian ini tidak membandingkan berbagai undang-undang.
Adapun penelitian ini memusatkan perhatian pada analisis pengaturan
perlindungan hukum terhadap jemaah umrah mandiri berdasarkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025

1> Imam Toyib Abdulah dan Arista Candra Irawati, “Perlindungan Hukum Dalam
Penyelenggaraan Ibadah Umroh dan Haji: Aanalisis Pencegahan Kegagalan Keberangkatan
Perjalanan Ibadah,” Pendas: Jurnal Illmiah Pendidikan Dasar 10 (2025). hlm. 350-372,
https://doi.org/10.23969/jp.v10i03.36945.
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sebagai objek kajian, untuk menilai perkembangan pengaturan serta implikasi
yuridis perubahan regulasi terhadap pemenuhan hak konstitusional warga
negara.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Batubara pada Tahun
2025 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Jemaah Umrah Pasca
Pencabutan Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)” mengkaji
aspek perlindungan hukum jemaah dalam konteks kegagalan penyelenggara
resmi. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa jemaah tetap memiliki
hak hukum yang dapat dilindungi melalui mekanisme administratif, perdata,
maupun pidana meskipun PPIU telah dicabut izinnya.'® Persamaan penelitian
Utami dan Batubara dengan penelitian dilakukan penulis tertelak pada analisis
normatif terhadap regulasi penyelenggaraan ibadah umrah, khususnya dalam
menilai tanggung jawab hukum dan mekanisme perlindungan yang diatur oleh
undang-undang. Keduanya sama-sama menjadikan peraturan perundang-
undangan sebagai objek kajian utama, serta mengkaji efektivitas norma hukum
dalam memberikan perlindungan hukum. Perbedaannya, penelitian Utami dan
Batubara memusatkan analisis pada ketentuan hukum yang mengatur
Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), terutama dalam konteks
pencabutan izin dan akibat hukumnya bagi jemaah. Fokus regulatifnya masih

berada dalam kerangka penyelenggara resmi. Berbeda dengan penelitian

6 Aini Widya Utami dan Putri Eka Ramadhani Batubara, “Perlindungan Hukum Bagi
Calon Jemaah Umrah Pasca Pencabutan Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU),”
Jurnal USM Law Review 8 (Agustus 2025), hlm. 1045-1066,
https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12364.
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tersebut, penelitian ini berfokus pada ketiadaan, kelemahan, dan pembaruan
norma hukum terkait umrah mandiri tanpa penyelenggara resmi, sehingga
memperluas cakupan kajian regulasi di luar sistem formal PPIU.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Kristiane dan Nadia melalui
penelitian berjudul “Analisis Kedudukan Hukum Umrah Mandiri dalam
Kerangka Regulasi Indonesia” yang dipublikasikan pada tahun 2024. Penelitian
ini berfokus pada kedudukan hukum praktik umrah mandiri dalam sistem
regulasi penyelenggaraan ibadah umrah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik umrah mandiri belum
diakomodasi secara eksplisit dalam norma hukum positif, sehingga
menimbulkan ketidakpastian hukum dan minimnya perlindungan negara
terhadap jemaah.!” Penelitian ini menegaskan adanya kekosongan norma
(normative vacuum) terkait status dan perlindungan hukum jemaah yang
melaksanakan umrah tanpa melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
(PPIU). Persamaan penelitian ini dengan kajian yang dilakukan penulis terletak
pada objek kajian normatif, yaitu regulasi penyelenggaraan ibadah umrah di
Indonesia, khususnya pengaturan hukum terkait praktik umrah mandiri.
Keduanya sama-sama menganalisis norma hukum dalam peraturan perundang-
undangan untuk menilai sejauh mana regulasi tersebut memberikan kepastian
dan perlindungan hukum. Dengan demikian fokus kajian berada pada struktur,

substansi, dan kekosongan norma hukum, bukan pada perilaku atau pengalaman

17 Desy Kristiane dan Nadia Nadia, “Analisis Kedudukan Hukum Umrah Mandiri dalam
Kerangka Regulasi Indonesia,” Comparativa: Jurnal llmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum 5,
no. 2 (2025), hlm. 151-182, https://doi.org/10.24239/comparativa.v5i2.198.
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jemaah secara empiris. Perbedaannya, penelitian Kristine dan Nadia membatasi
objek kajian pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tanpa mengaitkannya
dengan dinamika pembaruan hukum. Analisis yang dilakukan lebih menekankan
pada kedudukan normatif umrah mandiri dalam satu rezim regulasi. Sementara
itu, penelitian yang penulis teliti secara eksplisit menjadikan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 sebagai objek
analisis untuk menilai perkembangan pengaturan, perubahan norma, serta
implikasi yuridisnya terhadap perlindungan hukum jemaah umrah mandiri.
Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Sulistiawati, Muh. Arbai Santoso,
Adrian Bimantara, Chandra Evita, Agus Riyadi, Eko Purwanto, dan Firman Adi
Candra pada tahun 2026 dengan judul “Implikasi Hukum Perubahan Undang-
Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah: Telaah terhadap Legalitas
Umrah Mandiri dan Pembentukan Kementerian”. Studi ini menyelidiki
perubahan dalam undang-undang yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji
dan umrah di Indonesia, serta konsekuensi hukum dari perubahan ini terhadap
praktik umrah mandiri dan pembentukan kelembagaan negara yang menangani
urusan umrah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi tersebut
memiliki konsekuensi yuridis terhadap kepastian hukum penyelenggaraan
ibadah umrah, khususnya terkait legalitas praktik umrah mandiri serta penguatan

peran kelembagaan negara dalam pengelolaan layanan haji dan umrah.®

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada fokus

18 Muh Arbai Santoso dkk., “Implikasi Hukum Perubahan Undang-Undang
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah: Telaah terhadap Legalitas Umrah Mandiri dan
Pembentukan Kementerian,” As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga 8, no. 1 (2026).
hlm. 27-33, https://doi.org/10.47476/assyari.v8il.10275.
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kajian terhadap perubahan regulasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah serta
implikasinya terhadap praktik umrah mandiri dalam sistem hukum Indonesia.
Keduanya sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan
menjadikan perundang-undangan sebagai objek analisis utama dalam menilai
arah kebijakan hukum negara dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Perbedaannya, penelitian Sulistiawati dkk. lebih berfokus pada analisis
konsekuensi dari perubahan undang-undang secara keseluruhan, serta
pembentukan lembaga negara yang menangani urusan haji dan umrah.
Sementara itu, penelitian yang penulis teliti secara lebih spesifik menganalisis
pengaturan perlindungan hukum terhadap jemaah umrah mandiri berdasarkan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2025 untuk menilai perkembangan pengaturan serta implikasi yuridisnya
terhadap pemenuhan hak warga negara.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat
diketahui bahwa kajian mengenai perlindungan hukum jemaah umrah selama ini
masih didominasi oleh pembahasan mengenai tanggung jawab Penyelenggara
Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), perlindungan konsumen jasa perjalanan, serta
kedudukan hukum umrah mandiri dalam satu rezim pengaturan. Belum
ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis perkembangan
pengaturan perlindungan hukum terhadap jemaah umrah mandiri antara
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2025 serta implikasi yuridisnya terhadap pemenuhan hak konstitusional warga

negara. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dalam objek
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kajian maupun fokus analisis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi

bagi pengembangan hukum penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di

Indonesia.

F. Kerangka Teoretik

I.

Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya yang diberikan oleh
negara untuk menjamin pengakuan, penghormatan, serta pemenuhan hak-
hak setiap warga negara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Perlindungan hukum bertujuan menciptakan kepastian hukum, keadilan,
dan kemanfaatan sehingga setiap orang memperoleh jaminan atas hak-
haknya serta terlindungi dari tindakan yang sewenang-wenang. Dalam
penelitian ini, perlindungan hukum dimaknai sebagai perlindungan yang
diberikan negara kepada jemaah umrah mandiri melalui pengaturan
peraturan perundang-undangan, baik sebelum maupun setelah terjadinya
pelanggaran hak.

Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai
upaya melindungi harkat dan martabat manusia serta mengakui hak-hak
subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.’® Ia
mengklasifikasikan perlindungan hukum ke dalam bentuk preventif

(pencegahan pelanggaran hak) dan represif (penegakan hukum dan

19 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia..., hlm. 25.
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pemulihan hak).?° Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan
yang diberikan sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran hak, dengan
tujuan mencegah timbulnya kerugian melalui pembentukan peraturan
perundang-undangan, pengawasan, perizinan, serta mekanisme
administratif lainnya. Sementara itu, perlindungan hukum represif
merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hak
melalui mekanisme penyelesaian sengketa, pemberian sanksi administratif,
perdata maupun pidana, serta pemulihan hak bagi pihak yang dirugikan.
Dalam konteks penyelenggaraan ibadah umrah, perlindungan represif
menjadi penting ketika jemaah mengalami kerugian akibat tidak
terpenuhinya hak-haknya sehingga tersedia mekanisme hukum yang dapat
digunakan untuk memperoleh penyelesaian dan perlindungan.. Oleh karena
itu, teori ini menjadi landasan untuk menilai apakah UU No. 8 Tahun 2019
dan UU No. 14 Tahun 2025 telah menyediakan perlindungan preventif dan
represif bagi jemaah umrah mandiri.

Teori Negara Hukum (Rechtsstaat)

Jimly Asshiddigie menjelaskan negara hukum (rechtsstaat) sebagai negara
yang menempatkan hukum sebagai instrumen utama penyelenggaraan
kekuasaan dan perlindungan hak warga negara dengan unsur fundamental
berupa supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, pembatasan

kekuasaan, dan jaminan hak konstitusional termasuk hak beragama dan

20 Ibid., hlm. 26-28.
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beribadah. 2! Negara tidak boleh bersikap pasif terhadap praktik sosial yang
berpotensi merugikan warga negara. Dalam konteks ibadah umrah, hak
melaksanakan ibadah dijamin Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, sehingga negara
wajib menghadirkan regulasi yang inklusif, termasuk terhadap jemaah di
luar penyelenggaraan resmi. Regulasi yang hanya berfokus pada
penyelenggara resmi berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum
karena gagal melindungi hak warga negara secara menyeluruh. Teori ini
digunakan untuk menganalisis implikasi yuridis pengaturan perlindungan
hukum jemaah umrah mandiri terhadap pemenuhan hak konstitusional
warga negara berdasarkan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025.

3. Teori Hukum Progresif

Satjipto Rahardjo melalui teori hukum progresif menegaskan bahwa hukum
harus menjadi sarana keadilan substantif yang responsif terhadap dinamika
sosial, dengan menempatkan manusia sebagai pusat orientasi (law for
human beings). ** Hukum progresif mendorong pembaruan regulasi yang
mampu mengakomodasi praktik umrah mandiri karena pendekatan hukum
yang terlalu formalistik, seperti hanya mengakui perlindungan bagi jemaah

melalui penyelenggara resmi, berpotensi menyebabkan ketidakadilan

2l Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jilid II), (Jakarta: Rajawali
Pers, 2023), hlm. 85-110.

22 Anisa Rizki Fadhila, “TEORI HUKUM PROGRESIF (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo,
S.H.),” SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies 1, no. 1 (2021), hlm. 122—-132,
https://doi.org/10.28926/sinda.v1i1.966.
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substantif.. Teori ini digunakan untuk menilai apakah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2025 menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan
normatif yang rigid menuju pendekatan yang lebih responsif dan inklusif
dalam memberikan perlindungan hukum terhadap jemaah umrah mandiri

berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025.

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah sebuah kegiatan yang teratur dan disusun dengan rapi,
didasarkan pada data, serta dilakukan secara kritis, objektif, dan berlandaskan
ilmu pengetahuan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jawaban atau
pemahaman yang dalam mengenai suatu masalah, sehingga dapat memberikan
masukan yang dibutuhkan oleh orang yang mengambil keputusan. Masukan
tersebut berasal dari hasil mempelajari dan menganalisis data secara teliti. Data
yang digunakan bisa berupa angka atau teks, baik berupa angka-angka yang bisa
dihitung maupun informasi yang bersifat deskriptif.?3

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang
dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, dan bahan pustaka
lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian hukum normatif

bertujuan menemukan argumentasi, konsep, maupun asas hukum sebagai

3 ], R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif (Jenis Karakteristik, dan Keunggulannya), (PT
Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 5-6.



24

dasar dalam menyelesaikan isu hukum yang diteliti. Penelitian ini bersifat
kualitatif karena analisis dilakukan terhadap bahan hukum secara mendalam
tanpa menggunakan data statistik.?*

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara
sistematis fakta dan ketentuan hukum sekaligus menganalisisnya secara
mendalam berdasarkan asas, konsep, dan teori hukum yang relevan.?
Dalam konteks hukum normatif, sifat deskriptif digunakan untuk
memaparkan pengaturan perlindungan hukum jemaah umrah mandiri tanpa
penyelenggara resmi dam UU No. 8 Tahun 2019 dan UU No. 14 Tahun
2025, sedangkan sifat analitis digunakan untuk menelaah substansi norma
tersebut melalui penalaran hukum, mencakup konsistensi norma,
kekosongan hukum, dan implikasinya terhadap hak konstitusional warga
negara. Dengan demikian, sifat penelitian ini sejalan dengan karakter
penelitian hukum normatif yang tidak menguji hipotesis, melainkan

menghasilkan argumentasi yuridis sebagai kontribusi ilmiah.?®

2 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2018), him. 6-7.

%5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia (Ul-
Press), 2006), hlm. 10-12.

26 7Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105-107.
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3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan
perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pendekatan
ini digunakan untuk mengidentifikasi serta menganalisis perkembangan
pengaturan perlindungan hukum terhadap jemaah umrah mandiri tanpa
penyelenggara resmi.?’ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan
pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan mengkaji konsep-
konsep hukum dan doktrin yang berkembang dalam literatur, khususnya
teori perlindungan hukum, teori negara hukum, dan teori hukum progresif
sebagai landasan dalam menganalisis isu hukum yang diteliti. Melalui
pendekatan ini, penulis dapat menilai kesesuaian pengaturan dalam kedua
undang-undang dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum dan

pemenuhan hak konstitusional warga negara.?® dan hak konstitusional

warga negara.

27 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-
Press, 2006), hlm 52-53.

28 Prof Dr Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017).
hlm 47-49.
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Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi
kepustakaan (/ibrary research). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara
mengumpulkan dan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier
yang relevan dengan fokus penelitian.?®

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai sumber data utama,
yang terdiri atas:

a.  Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan
perundang-undangan yang menjadi objek kajian, yaitu Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
dan Umrah serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

b.  Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku teks hukum,
jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli

hukum

2% Zainuddin Ali, Metode Peneitian Hukum..., hlm 47-50.
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c.  Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung yang
membantu memahami istilah dan konsep hukum, meliputi kamus
hukum dan ensiklopedia hukum

Teknik 1ini dipilih karena penelitian ini tidak memerlukan
pengumpulan data lapangan, melainkan analisis terhadap dokumen hukum
dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan hukum jemaah
umrah mandiri.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
kualitatif normatif. Analisis ini dilakukan dengan menafsirkan bahan
hukum melalui metode penalaran hukum, seperti interpretasi gramatikal,
sistematis, dan teleologis. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara
deskriptif-analitis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.*°

Analisis kualitatif normatif digunakan untuk menilai konsistensi
norma, menemukan kekosongan hukum, serta mengkaji implikasi yuridis
dari pengaturan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 terhadap

pemenuhan hak konstitusional warga negara.

125.

30 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Liberty, 1986), him. 120-
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H. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan mencakup deskripsi dari setiap bab, agar penelitian ini
dapat dilakukan dengan cara yang teratur dan sistematis, akan ada penjelasan
mengenai langkah-langkah yang akan diambil oleh penulis seperti si bawah ini:

Bab pertama, merupakan bab yang memberikan gambaran umum mengenai
penelitian ini secara menyeluruh. Bab ini memuat latar belakang masalah yang
menjelaskan fenomena praktik umrah mandiri tanpa penyelenggara resmi
beserta permasalahan perlindungan hukumnya, rumusan masalah yang
dirumuskan secara sistematis, tujuan dan manfaat penelitian baik secara teoretis
maupun praktis, telaah pustaka yang mengkaji penelitian-penelitian terdahulu
yang relevan, kerangka teoretik yang menjadi dasar analisis penelitian, metode
penelitian yang meliputi jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian,
sumber dan teknik pengumpulan bahan hukum, serta sistematika pembahasan
sebagai gambaran alur penulisan skripsi.

Bab kedua, merupakan bab yang membahas landasan teoretis dan
konseptual yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian. Bab ini
memuat pembahasan mengenai teori perlindungan hukum, teori negara hukum
(rechtsstaat), teori hukum progresif, serta konsep perbandingan peraturan
perundang-undangan sebagai dasar untuk menganalisis perkembangan
pengaturan perlindungan hukum terhadap jemaah umrah mandiri.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas pengaturan perlindungan
hukum terhadap jemaah umrah mandiri tanpa penyelenggara resmi berdasarkan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
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2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Bab ini bertujuan
memberikan gambaran normatif mengenai hak, kewajiban, bentuk perlindungan
hukum, serta perkembangan pengaturan terhadap jemaah umrah mandiri dalam
kedua undang-undang.

Bab keempat, merupakan bab yang berisi analisis terhadap pengaturan
perlindungan hukum jemaah umrah mandiri tanpa penyelenggara resmi
berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2025 dengan menggunakan teori perlindungan hukum, teori negara
hukum, teori hukum progresif, serta konsep perbandingan peraturan perundang-
undangan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi perkembangan
pengaturan, menilai implikasi yuridis perubahan norma, serta mengevaluasi
sejauh mana pembaruan regulasi telah memberikan perlindungan hukum
terhadap jemaah umrah mandiri.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan atas seluruh
hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Bab
ini juga berisi saran-saran yang ditujukan kepada pembentuk undang-undang,
pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait sebagai upaya penguatan
perlindungan hukum bagi jemaah umrah mandiri, serta saran akademik bagi
pengembangan kajian hukum ibadah dan hukum penyelenggaraan ibadah haji

dan umrah di Indonesia.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implikasi yuridis

perbandingan pengaturan perlindungan hukum jemaah umrah mandiri dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2025, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1.

Pengaturan perlindungan hukum terhadap jemaah umrah mandiri
mengalami perubahan yang signifikan antara Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2019 belum memberikan pengakuan maupun perlindungan
hukum terhadap praktik umrah mandiri sehingga tidak tersedia
perlindungan hukum preventif maupun represif. Sebaliknya, Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2025 telah memberikan pengakuan dan dasar
hukum bagi pelaksanaan umrah mandiri serta mengatur persyaratan dan hak
jemaah. Meskipun demikian, perlindungan hukum yang diberikan masih
terbatas pada perlindungan sebagai warga negara di luar negeri dan belum
mencakup jaminan pelayanan sebagaimana diberikan kepada jemaah yang

menggunakan PPIU.

76



77

Implikasi yuridis dari perbandingan pengaturan tersebut menunjukkan
bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 belum memberikan
pengakuan terhadap umrah mandiri sehingga perlindungan terhadap hak
konstitusional warga negara belum terpenuhi secara optimal. Sebaliknya,
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 telah memberikan kepastian hukum
melalui pengakuan terhadap umrah mandiri. Namun, pengakuan tersebut
belum sepenuhnya diikuti oleh pengaturan perlindungan hukum yang
seimbang karena masih terdapat perbedaan ruang lingkup perlindungan
antara jemaah yang menggunakan PPIU dan jemaah umrah mandiri. Selain
itu, masih terdapat potensi kekosongan pengaturan hukum mengenai
pertanggungjawaban penyedia layanan di luar negeri dan mekanisme

penyelesaian sengketa yang memerlukan pengaturan lebih lanjut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disampaikan saran sebagai berikut:

1.

Bagi pembentuk Undang-Undang dan Pemerintah

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu menyusun peraturan
pelaksana yang mengatur secara lebih rinci mekanisme perlindungan
hukum terhadap jemaah umrah mandiri, termasuk prosedur registrasi,
mekanisme pengaduan, koordinasi perlindungan dengan Perwakilan
Republik Indonesia di Arab Saudi, serta tata cara penanganan keadaan

darurat. Dengan demikian, pengakuan terhadap umrah mandiri tidak hanya
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bersifat normatif, tetapi juga diikuti oleh sistem perlindungan hukum yang
lebih komprehensif.

Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan pendekatan
yuridis normatif, tetapi juga pendekatan empiris untuk mengkaji
implementasi perlindungan hukum terhadap jemaah umrah mandiri setelah
berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Selain itu, penelitian
selanjutnya dapat mengkaji efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum
oleh instansi terkait serta berbagai kendala yang dihadapi dalam praktik

penyelenggaraan umrah mandiri.
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